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KEPUTUSAN :
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH -
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 9/SB/2022

et

‘TENTANG

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,
PROVINSI SUMATERA BARAT
RHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTAN GGUNGJAWABAN (LKPJ)
KEPALA QAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

a. bahwa untuk memenuh.l ketentuan Pagal 19 ayat (1)
Peraturan Pemerintzh Nomor 13 Tahun 2019 Gubernur
4. Sumatera Bardt .telah menyampaikan kepada Dewan
o ; Perwalﬂlan Rakyat Daegah. Provinsi: Sumatera -Barat
Bh Laporan K’eférangafn Pertangg\ingjawaban {LKPJ) Kepala
-Daeral't:- ‘Provifisi, Sumatera: Baraty, Tahun:, 2021 dalam
Rapat Panpurna“tanggal 21 Febryari 2022;, -

b. hahwa;- sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Peraturan
Pemenntah .Nomog:- 13 Tahupn- 2009, tersebut,- Paling
" lambdt 30 (tlga puliih), Hari. setelah LKPJ diterima, Dewan
Perwakilari Rakyat Daerah. melakukan pembahasan
sesuai dengan tahapan pembahasan yvang telah
ditetapkan;

c. bahwa  sesuai dengan, ketentuan Pasal 20 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2009.
Berdasarakan hasil pembahasan Dewan Perwakilan
Rakyat Dagrah memberikan rekomendasi sebagai bahan
penyusunan perencanaan anggaran dan penyusunan
_Peraturan Daerah, Peraturan.Kepala Daerah dan/atau
kebijakan, strategis Kepala Daerah;

d.bahwa - berdasarkan. pertimbangan sebagaimana
dmaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu
menetapkan Keputusan, Dewan‘ Perwakﬂan Rakyat

Dewan Perwakllan Rakyat Daereah, Provms1 Slimatera
- Barat terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
(LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat
Tahun Anggaran 2021;



1.

. Daegah
.20 19 Nomqr 52, Tambahan Lembaran Negara Republik

Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang
Penetapan’ Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun
1957 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra

Tingkat ] Sumatera Barat, Jambi- dan Riau Sebagai

Undang—Undang (Lembarai Negara Tahun 1958 Nomor
112) jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979,
tentang Pemindahan Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I
Sumatera Barat dari Bukittinggi ke Padang (Lembaran
Negara Tahun 1979 Nomor 44 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3146); .
Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana. telah diubal beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9.Tahun 2015 tentang

' Penibahan, Kedua, atas, Undang-Undang Nomeor 23
- Tahun 2014 tentang Pemerintalian Daerah (Lembaran
- % Negaia; Repybhk JIndonesia_ Tahun 2015 Nomor- 58,
L Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesza Nomor

ﬂ%lé‘

Angggta ,DeW::ﬁ P
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Lemf:aran Negara Repubhk Indonesig Tahun

Indqnesia Nomor 6323);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuanga.n .Daerah (Lembaran Negara

. 'I‘ahun ,2019- Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara

.Repubhk Indonesm Nomor 6322),

Pemﬂurgn Menteri, Dalauyi Neger1 Nomor 18 Jfahun 2020

tep\tang Pelaksanaa.ﬁ Peraturan Pemerintah, Nomor 3

Tahun =~ 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 3
Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah;



9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6
Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka

" Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

10, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata
Tertib Dewan Perwakﬂan Rakyat Daerah Provinsi
Sumatera Barat;

1. Laporan Panitia Khusus terhadap pembahasan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
Kepa,la Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021
yang disampaikan pada Rapat Panpuma. DPRD
Provinsi Sumatera Barat tanggal 14 April 2022;

2. Pendapat Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat

. Daerah Provinsi Sumatera Barat yang disampaikan

Q.., ..-pada Rapat -Pembahasan Akhir Laporan Keterangan
. Peﬁanggung]awaban (LKPJ) Kepala Daerah. Provinsi

Sumaiera Barat Tahun 2021 tanggal ‘14 Apn.l 2022;
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Sumatera* zBaJ.;abs» terhadap Laporan
jawab J}.

g Peﬁmggltnglawaban (LKPJ) Kepala “Daerghﬁ Provinsi
Sumatera. Barat Tahun. Anggaran 2021, Laporarl Panitia
- Khugug pembahasan’dan penyusunan Rekomendas1 Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan

terpisahkari dari Keputusan ini.
Rekomendasi Déwan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
'Sumatera- Barat terhadap Laporan  Keterangan
Pertanggung]awaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi
‘Surnatera - Barat. Tahun Anggaran 2021 sebagaimana
dimsksud. .dalam Diktum KESATU besérta lampirannya,
' menjadi. pedoman. bagi Kepala Daerah untuk perba:.kan
penyelenggaraan pemerintahan daerah. .
- Keéputudan: -Dewan, Perwakilan Rakyat. Daerah Provms1
- Sumatera Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

-

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 14 April' 2022 *

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

SUPARDI

Dewan' Perwak:lan Rakyat

Pendapat Fraksi-fraksi merupakan bagian yang tidak’



VIRIRAN : IQEPUTUSAN*DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR. 19/ SB / 2022

TANGGAL : 14 April 2022

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

e PROVINSI SUMATERA BARAT

[ISERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
b ALA DAERAH PROWINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2021

a;nya pada tataran eutput akan tetapi juga pada tataran outcome
d:.maksud dalam Pennendagn Nomor 18 Tahun
Alde ﬁdgx‘x‘g:Undang Npmor 1, Tahun'
L «E» ' I—Igpurgg gan Pémerintah Pusat darr Daerah,
anipnnfah Daerah Qerlu mengldent:lfﬂcasx Kembah sumber-
Past etid agatan uf ‘ah. . Yang: -sesuai d;:ngan Undang-Undang

: grii”ral}ug 2Q22 m an,p. ;erdapat potenm—potenm ‘barll yang
he tan, daera.‘q dan- diminta, agar setiap SKED
‘ h‘p, nyu‘@pn Perencanaan, Pelaksanaan kegiatan

i rkali:a.n _dengat upaya mewujudkan sumber pendapatan
Sebut

et w,@s Ry F

‘ __,_t rewtahsas; dan optimahsam asset dan BUMD milik

l,

26" d " memperhatlkan program unggulan dan
am’ pnoro' §. . daefal, ’capaian target kinerja tahun
il "'sebelumnya,_ pemerataan antai‘ wilayah dan memperhatikan skala
s pnon?:as b ..

Menmgkaﬂcaq pengawasdn internal dan pengawasan APIP
X terthadap pelaksahaan program dan kegiatan OPD dan
" mengalokasikan anggaran yang mencukupi sesuai dengan
ketentuan untuk pelaksanaan pendukung urusan pengawasan.
Melakukan efisiensi belanja daerah pada setiap Perangkat Daerah
dan mencegah pemborosan belanja untuk keperluan yang tidak
penting dan tidak bermanfaat bagi kemajuan daerah atau
kesejahteraan masyarakat.
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. Urusan Pendidikan :
a. Mengevaluasi kembali sistem dan kurikulum Pendidikan dalam
rangka meningkatkan daya saing Pendidikan Sumatera Barat.
b. Mengevaluasi kembali penyelenggaraanpendidikan vokasi/SMK
dan membangun kemitraan dengan dunia usaha dan industry
dalam upaya..mensinergikan Pendidikan vokasi dengan
" kebutuhan dunia usaha dan industri.
Menyusun road map penyelenggaraan Pendidikan karakter
dengan sasaran dan target yang jelas dan terukur.

d. Meningkatkan profesionalisme pengelolaan.  beasiswa
.Mu'iar_lgkabau untuk mendorong percepatan pemngkatan

nggtlokasakam anggarm untuhla;uutan pembangunan SMA
qat B.t pada k

aatkan fasﬁtas mcenerator DLH Provinsi Sumatera
ntuk*i:emuSnahan limbah B3,

k‘lialltas‘ ] pelayanan rumah"- sakit. milik

tihs Ptev;tnSi ‘Sumiatera -Bardt, baik pelayanan mégis

il non medis serta menyediakan Operator call Center 24

&ids semua rumah-sakit milik Pemerintah'Daerah.

3\'>Sumate§a~ Barat: yang berada d1 Kab Pasaman yang-



Urusan: Pekerjaoan Umum :

a. Méngalokasi -anggaran untuk urusan pekexjaan umum sesuai
dengan - ditetapkan. dalam RPJMD Provinsi Sumatera: Barat
Tahun 2021-2026.

. b. Memberikan prioritas penyelesaian proyek yang dapat

4 Ur‘ﬁstm Kéfeﬁfrqm Ketertiban Umum dan Perlindungan

memberikan manfaat kepada masyafakat serta mencari
formulasi pembiayaan ,untuk proyek yang terbengkalai melalui
skema pinjaman™atau Kerjasama dengan pihak ketiga atau dari
APBN terutama untuk penyelesaian main stadium dan Gedung
budaya, '

¢. Merevisi rencana pengguna.an Gedung budaya menjadi tempat

yang bernilai ekonomiis:dan memberikan kontribusi terhadap
PendapatLAshDaerah . ‘
alokasi anggaran dan kegiatan
antar wilayah den. upaya

d
Qr, qut Q&;}amaﬂ masyarakat, dengan membenkan persentase
an” yang 1 1eb11'i besa:: untuk keglatan mgasz dabandmgkan
t@.ﬁ P‘_’_‘ urigaiah’ atatl Pantai, * jika d1per1ukan

T3y Al

ﬂan a:mga.ﬁ 1riga51 baru yang men;ad1

M&Sydrakat.
untuk‘ penyelenggaraan urusan ketentraman, ketertiban umurn
dan perhndunganmasyarakat

b

i ﬁf?rnbaﬁ J ﬂfaﬁ 'siriér, glsxtas dan Kenasa.ma dengan Satpol PP

= Hidp 'en/ oth dalam’ rangka optnnahsam penegakaﬁ Perda—
'?i-ovmsu.‘ ;

ardliatkan Kembali program mitigasi bentana kepada .

¥ ,étkat ddlain ‘Upayd menyiapkan rnasyarakat terhadip"

néx ‘bencansd,

@, WF

_‘ﬁ:.

- "



"t ‘Menyiapkan mana_lemen kenbencaan: daerah yang terpadu da.n
salmg teﬁntegnam dengan semua sta.kehalder

Mﬁnwekaéikaﬂ ‘Hnggarar- untuk progra:m penanganan bencana
a"éemap "tahun ’é&ng"garan, ‘oleh karena ‘Provinsi Sumatera

ih Ke;:}a (BLK} dala.m upaya menyiapkan’
ang memilik daya saing dan sesuai deng:_a.n‘_
th industrs! © 2 - e

VL YIY

pvenyelenggaraanr " prog'flaﬁ:l

r;agé. ker_la délam

P

déﬁi’pak

‘h LR

_,cadangan pangan terutama

; ti-fga.,n : ngaWasan dan pengendahan. terhadap keglatan.'
‘ hngklmgan hldup dan memberﬂcan sanks1 yang -

'S



tk*
"L" Erilean Peririgatan keras dan sanksi kepada -industri yang

e‘t’nb‘erikan kontribusi maksimal terhada_p Penda.patan Asl
agiah.

faku -kajian, dampak hngkungan atas menjamumya usa.ha
da.erah pemsu panta1 fo L

e ?‘r-::u B §

_-;~,menerapkan Perda: Nomor: 7’ Tahun
: \ Qrbagxska.nhukum adat ‘ ;

{tkan PQrcqp&tam ‘pégierbitart Peratuiran Gubernir terkait
gkas_anaan,-..‘- Peratm:an Daerah . tentang Pemberdayaan

%Y

";encanakan .dam - mengalokasikan . anggaran " untik
:ZEMbﬁﬂgman desmaga. pada Danau yang menjadi Kewenangan

erfingleatkin: kodrdinasi dengan dinas Perhubungan dengan
Iﬁab*/K@ta terkait; Pengawasan tonase kendaraan, khususnya
yang menempuh ruas, jalan: Provinsi agar.dapat .menghindari

. Jkerusakan: jelen yang. lebih, parah dan akan membuat biaya
‘pemeliharaan yang lgbxh tinggi.

etalmkan Pelanggaran ngkungan Hldup diatas

_.,dukungan‘, kep;.dagy» dagrah.'“ )

Svinsi-sehingga: danat dikelola menjadi sumber PAD )

- %Y

"‘b‘,-
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2 ﬁsm#gmu,u&qsi d‘nrxgwﬁﬂnast Statistik,Persandian. ;

¢ M&ﬁvagmkan &&tiapr @PDedan: Badan Publik yang pembiayasnnya

sepenuhnya. atay sebagipni dari APBD-Previnsi: Sumatera- Barat

' unmk},, menmmurr S@F terkaﬁ: keterbukaan mformam di OPD

. 's‘e’tempatz ot , 4

. Méx)vajm"kan {{épada setfap GPD uhtuk menYMpaﬂéan informiist
Pyl - Yatge rhenjddi fugas dan tangg‘ung]aWabkan secara

S ?kepadfa msyarakat pes S

. Mefipercepds” pelblisanaan’ Perda- SPEE: dan™ ‘Perda. tentang -

~ . Pérandidft fumtuk ™ mendukung kelancaran penyelenggaraan

- peHlefiftaliay daera SRR

¢ ek Mengalokasﬂcan anggaran pembangunan Video Tron dl Kab/kota,

yﬁﬁg"ﬁ"a Ef diglinakan sebagai media Informasi deri Pemerintah

Priovide k’epada fnaéyarhkat sarana Promosu msata produk

u, XF

1 G , 13??1* ebagai ;:benggera_'t{j
125‘"01’.‘1:11 % aiéj}at" i o i gfatan Rese_laht)'ér B, metalui
DI "'%ﬁipi‘bgraﬁ g nya 'temkur dan d1f- Iakan ]angsung
m’ﬁrﬁéaﬁi&'&‘ oleﬁ’iﬁésfai’aké.t ' ’
,.'_e_ Dmas KoPerasa agar’ menetapkan target pertumbuhan UKM yang
T A g"nf i o - URM! yang: unggul melalm Program kegiatan
"~ya1{g ﬁaehﬁlﬁénfmﬁ mahfé;at larrgshing .
" corwi il Ay i S ey
3 U’rus‘qn Kéﬁtittan dan P’e‘rikanm
v Pe’rrfeiriﬁtah“ Dé:erﬁh’ Peovirisiy. Kabupa‘ten dan ‘Peémetintah- Pusat
. periuy maldktukart: p‘er‘i’angan’an dan . penataaan biidi - daya .ikan.
kerambdy damiau' Maninja.u 'secara: . terpadu agar, permasalahan
y =‘yaﬁgwsama méaie.,.teﬁladg, Tagi: da.n. juga:: pesliz. mengantisipasi
tetggdmya permasal'ehé.ﬂnyang sama: di danau. smgkarak Ly
..Mendoron&*Pemermtah Pusat untuk mengalihkan kewenangan
ikan',; airt..tawar: -menjadi .kewenangan- Provinsi’ dan  sambil
menynggy’ -peralilian, sewenangan, perlu -dilakukan Kkegjasama “
pengelolaan. ikan: air tawar antera.Pemerintab. Provinsi dengan
Pemerintah Kabupaten/ Kota.
. M@ngalokq.m anggarau, dari APBD Provinsi Sumatera Barat untuk
premi asuransi bagi nelayan kecil.

LS




. im mendukung usaha Perikanan Tangkap Masyarakat
se’hmgga dapat meningkatkan kesejahteraan para Nelayan
s,epertl dengan penyediaan Tek.nolog1 Smart Fishing.
Mérrgaiokasﬂ{an anggaran untuk pembangunan Pabrik Pakan
gure memenuhi kebutuhan masyarakat Sumatera Barat dan
d’a*p"at dikelola untuk memberikan Pendapatan Asli Daerah.
s Melakukan pengendahan, penertiban, penindakan terhadap
: "‘ah‘a tamba.k udang mlhk perusahaan atau pnbad1 yang rata

ai?‘ pélaksa‘naanpragram ekonom:f Lkreatif. tersebitt. i,
I.III master pIan yang Jelas untuk pengembangan geog ark

qn Pertanian. S

v Mengalokasxkan anggaran sektor pertaman sebesar. 10 % dari
" APBDY sesuau dengan RPJMD Provms1 Sumatera Barat Tahun
-2@21 2026

Tafn d:a:n Juk]ak yang sudah dda, agar’ Pembangunan yang’
- Ailaksanakan le’blh optimal dan lebih bermanfdat.

Membenkan bantuan kepada masyarakat untuk pemanfaatan
1ahan tidur/ tidak tergarap agax menjadi lahan - lahan produktif.
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"kaieaﬁﬁ daﬁf mengalokam anggaran ya.ng mencukup1 o
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'aéﬂkan kecocokarr antara Jumlah lahan inti dengan Plasma
%.3.1; dengari  ketentuan Perundang - undangan dan
erikan saksi. yang tegas terhadap perusahaan yang
akan man1pulas1 data Karena telah mengurang1 yang

‘= ’ membenkgn bantuan populasi ternak kepada kelompok
enma. betul—batul harus sesuai denga.n spe31ﬁka31 termasuk

pengelolaan hutan sosial. dalam upaya
dufémg peningkatanr pendapatan masyarakat di sekitar
awssan dan sekahgusperhndungan hutan.

ihéstikan kalanjutan pembahasan Ranperda tentang
'_fiyelenggara.an Hutan:: - .

A tlkan kedudukan hutan adat’ diakui dalam sistem

2 'ﬂ’iah pengaWasan,“ 'dan* penmdakan terhadap ﬂlegal

ﬁﬁ“%’%ﬁm “untuk' kegxata.n ‘Reboisdsi - pada
W ‘yaﬂg‘ “sudhh’ "rusak’ ‘akibat"-penebangan har
Gl d’%-ﬁﬁ (WEERs 7;»0 .;SE-M-J ~,a1r dl’hulu \S;’ﬁflgélh‘ Ly s 2

ahh fungsn huta.n‘ menjadl lahan

Aty 8

e gi 'é:h?géi“ ” Ihtefi’ial/APIP agar b1sa. berker_;a. secara
1_?1“1#1 éla.tﬁ m’e 'dak lanjuu temuan-temuan BPK dan

- Pengpubung dapa,t membenkan kontribusi terhadap PAD
! glélp.l kegiatan yangdﬂaksanakan oleh Badan Penghubung.. °
lefighentikan Pembiayagn. anggaran sewa kantor Penghubung
" "Berjumlah Rp.1.000.000.000,- pertahun yang dibayarkan kepada
PT. Balairung karena asset Bangunan yang disewa tersebut
gdalah milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan sampai
dengan saat ini PT. Balairung masih belum mampu untuk
memberikan kontribusi terhadap PAD Prov. Sumbar.
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et

ga sehmgga dapat dmianfaaﬂcan untuk usaha peningkatan
FIadal Pémngl@tan Kesejahteraan Rakyat.

"ya inisiasi dan inovasi yang dilakukan pada Badan
patan Paerah sehingga Bapenda mampu menciptakan
tan penerimaan PAD untuk tahun tahun herikutnya.

nya. dukungan kegiatan pada Biro Pemerintahan dalam
& Penmgkatan SDM- b1dang Pemennta.han sampa1 ke
téfendah (Desa/Nagari)

ukari pengangkatdn men_]adl BNS bagl Pegawal Tidak

ya:ng suda.h bertugas selama 1eb1h .15 Tahun yang
jak : sebanyak 71 orang, 16 orang diantaranya bertugas di
artat” DPRD. Provmsn Sumatera Barat untuk dapat
dan berupaya ‘maksimal dalam melaksanakannya. " '

ovinsi Sumatera. Barat agar, dapat lebih -.

a3 emehharaan 7 rehabmtasz gedung damn lmn—la:ln

1 ’I‘ugas Pembantuan dan Penugasan

Téndukung percepatan ‘pencapaian  target kinerja

daerah yang telah’ dltetapkan dalam RPJMD Provinsi

'Pi‘ownsz
terhadap pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasab

PT’I‘] yang ada dlhngkungan Pemerintah Provinsi Sumatera

asﬂltasx pelaksanaan tugas dan fungsi .

'tan‘“ Sta.f dan” personil ‘yang' memiliki-."
, _‘-.-.‘Kapas1tas, etos "dan’ tanggung- jawab kega, -
P kan efisiensi belan_]a seperti logistik, peralatan & .

Sumatera Barat Juga dapat melakuka.n
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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DA?ER.AH
o PROVINSI SUMATERA BARAT

. SUPAR 1'3'1' L
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